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Abstrak
 

Pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta diharapkan

mampu menjadi penunjang sumber dana dalam pembiayaan roda pemerintahan dan pembangunan di DKI

Jakarta. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah Pajak

Hiburan. Dari jenis pajak daerah inilah diharapkan dapat menjadi primadona penerimaan yang sangat

dominan dalam arti dapat ditingkatkan di samping jenis pajak daerah yang lainnya. Untuk meningkatkan

penerimaan ini, tidak terlepas dari peningkatan kualitas pengelolaan administrasi perpajakan yang effektif di

samping kualitas sumber daya manusia yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan.

 

Salah satu wilayah di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang potensiai obyek Pajak Hiburan-nya adalah

wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, karena wilayah Kotamadya Jakarta Selatan di samping sebagai salah

satu wilayah perdagangan juga sebagai salah satu pusat hiburan. Dilihat dari potensi yang ada jika

dibandingkan dengan realisasi penerimaan, masih ditemukan masalah dalam administrasi perpajakannya

sehingga kurang menunjang penerimaan.

 

Penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik

wawancara terhadap pejabat dan pegawai yang mengelola administrasi pajak hiburan dan juga wajib pajak

yang masing-masing sebanyak 15 orang.

 

Dari analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, ditemukan beberapa hal diantaranya adalah

pertama, Pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

yang dalam sistem administrasi-nya masih belum effektif. kedua, masih terdapat masalah kurang jelasnya

job description antar seksi terkait sehingga kadang terjadi tumpang tindih pekerjaan dan Ketiga, masih

sangat terbatasnya jumlah personil yang ada untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan dilapangan.
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